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BERITA

NOMOR A2
KABUPATEN CIANJUR

DAERAH

TAHUN 2OO8

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 02 TAHUN 2OO8

TENTANG

DISPENSA"SI PENCATATAIY AKTA CATATAhI SIPIL

Menimbang

Mengingat

:4.

BI.]PATI CIANJUR,

bahwa pengaturan meugenai pencatatan kelahiran terlambat
untuk penduduk asli warga Indonesia selama ini berpedoman
kepada Reglement Catatan Sipil Staatsblad rgzo Nomor zlt jo.
r9z7 Nomor 564 dan Staatsblad rggg Nomor fS jo. S. rgg6
Nomor 6o7;

bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor ag Tahun
zoo6 tentang Administrasi trkpendudulCIn dan Peraturan
Pemerintah Nomor g7 Tahun zoo7 tentang Pelalaanaan
Uudang-Undaug Nomor z3 Tahun zoo6 tent4ng Administrasi
Kependudukan, pengaturan mengenai pencatatan kelahiran
terlambat mengalami perubahan;

bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan administrasi
kependudulcan secara menyeluruh sambil menunggu
ditetapkannya perahrran teknis oleh pejabat yang berwenang,
sesuai deugan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
+Tqt/eZ4/$I tanggal u Juni zoo7, perlu diatur pemberian
dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c serta dalam rangka tertib administrasi
kependudukan, pemberian dispensasi pelayanan pencatatan
kelahiran terlambat termaksud perlu diatur dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19So tentang Pembenhrkan
Daerah-daerah IGbupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun rg5o Nomor 4g);

Undang-Undang Nomor ge Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun zoo4 Nomor rz5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4$il sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2oo5 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2oo5 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor gz Tahun zoo4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undaug-Undang (kmbaran Negara Tahun zoo5 Nomor to8,
Tambahan Irmbaran Negara Nomor 4S+8);
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d.
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5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor gg Tahun zoo4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah
(lnmbaran Negara Tahun 2oo4 Nomor tz6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor ++g8);
UndangUndang Nomor ag Tahun zoo6 tentang Adminisftasi
Kependudukau (Lembaran Negara Tahun 2e,c,6 Nomor t24,
Tambahan lembaran Negara Nomor q6Z$;

Peraturan Pemerintah Nomor g7 Tahun 2oa7 tentang
Pelalaanaan Undang-Undang Nomor z3 Tahun zoo6 tentang
Administrasi Kependudukan (Lernbaran Negara Tahun 2oo7
Nomor 8o, Tambahan lnmbaran Negara Nomor 4Zg6);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo5 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayranan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2oo5 Nomor 1So, Tambahan
Iembaran Negara Nomor +S8S);

Perailrran Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2oo5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2oo5 Nomor t6S);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4T4.LlTgSTahun 1999
tentang Penerbitan Akta Kelahiran Yang Terlambat;

Peraturan Daerah lGbupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999
tentang Retribusi Penggantian fiaya Cetak l(artrr Tandi
Penduduk dan Akta (Iembaran Daerah Tahun 1999 Nomor rB
Tahun 1999 Seri B) sebagaimana telah tliubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2ooo (Iembaran Daerah Tahun 2ooo
Nomor eo Seri E);

Peraturan Daerah lQbupaten Cianjrn Nomor ez Tahun 2ooo
tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Ifubupaten Cianjur
(Iembaran DaerahTahun 2ooo Nomor z6 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor o4 Tahun zoo4
tentang Kewenangan Daerah (l-ernbaran Daerah Tahun zoa4
Nomor o6 Seri Dr);

Peraturan Daerah lQbupaten Cianjur Nomor rg Tahun zoo6
tentang Reneana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun aoo6-eorr (kmbaran
Daerah Tahun eoo6 Nomor rz Seri D);

g. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2oo1 Tentang
Organisasi dan Tata kerja Dinas lGpendudukan dan Tenaga
Kerja;

r4. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun zoo6 tentang
Perubahan Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Tenaga
Kerja (Berita Daerah Tahun zoo6 Nomor rr).

MEMUTUSKAN:

PE,RATURAN BT}PATI TENTAI.TG DISPENSASI PENCATATAI{
AI$A CATATAN SIPIL .
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Menetapkan
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BAB I
KETENTUA}I T]MUM

Pengertian

Pasal r

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

z. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah lGbupaten Cianjtuyaitu
Bupati besfia perangkat daerah lainnya sebagai badan
eksekutif daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dinas Sosial, Tenaga lGrja, Kependudukan dan Catatan Stpil
selanjutnp disebut dinas adalab Dinas Sosial, Tenaga Kerja,
Iftpendudukan dan Catatan Sipil l(abupaten Cianjur.

S. Kepala Dinas adalah lGpala Dinas Sosial, Tenaga Kerja,
Kependudukan dan Catatan Sipil lGbupaten Cianjur.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokurnen dan data
kependudukan melalui pendaftaran pendudukan, pencatatan
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaau hasilnya untuk pelalanan public dan
pernbangunan selctor lain.

Pendudukadalah warga Negara Indonesia dan orang asingyang
bertempat tinggal di Indouesia.

8. Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut WNI adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
asing yang disahkan dengau Undang-Undang sebagai warga
Negara Indonesia.

9. Pencatatan sipil adalah peucatatan peristiwa penting )xang
dialami oleh seseoraug dalam register pencatatan sipil pada
Instansi Pelaksana.

10. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,
perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan
anak, perubahan narna dan perubahan status kewarganegaraan,

BAB II
PENCATATAI.I KBI^AHIRAI{

Pasal z

(r) Setiap kelahiran anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada
dinas paling lambat 6o (enam putuh) hari sejak kelahiran.

(z) Pelaporan kelahiran auak yang melampaui batas 6o (enam
puluh) hari sampai dengan r (satu) tahun, dikenai sanksi
administratif benrpa denda paling banyak Rp r.ooo.ooo,oo
(satu juta rupiah) dan peneatatan bant dilakukan setelah
mendapat persetujuan Kepala Dinas.
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(S) Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas waktu r
(satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda paling
banyak Rp r.ooo.ooo,oo (satu juta rupiah) dan pencatatan
baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari
Pengadilan Negeri Cianjur.

BAB III
DISPENSASI DAII PERSYARATAI{

Bagtan Pertama

Dispensasi

Pasal 3

(r) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan
dispensasi pelalanan a}ila kelahiran bagi penduduk WNI di
daerah yang lahir sebelum diberlalnrkanuya Undaug-Undang
administrasi kependudukan secara keselunrhan.

(a) Pemberian dispensasi alcta kelahiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (r) ailalah pencatatan kelabiran anak dikelua*an
dengan tidak melalui penetapan Pengadilan Negeri Cianiur
yang pencatatan kelahirannya terlambat.

Bagran IGdua

Perryaratan

Pasal 4

Perspratan pemberian dispensasi pencatatan akta kelahiran
sebagaimana dimaksud pada Pasal g, adalah sebagaiberikut:

a. Surat keterangan lahir dari DesalKelurahan, dokter, bidan atau
Rumah Sakiu

Photo copy alta perkawinan/keterangan perkawinan dari Desa;

Photo copy kartu keluarga dan kartu tauda penduduk orang tua;

Persyaratan lainnya berupa formulir isian, ijazah/STTB.

BAB IV

KETENTUAI\T IAIN DAN PENITTI]P

Pasal s

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan
ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan
penrndang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemberian dispensasi pencatatan alta kelahiran sebagaimana
dimaksud Pasal g berlaku untuk r (satu) tahun )xaitu sejak tanggal
e Januari sampai dengan tanggal 3r Desember 2oo8.

b.

c.

d.



Pasal 7

Perafiuan Bupati ini mulai berlaku sejaktauggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannla dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal I Pebnrari eooS

BI,JPATI CIAhTJI,IR,

Caplttd.-

TJETJEP MUCHT?IRSOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIA}.IJIJR NOMOR OZ TATII]N
eoo8.

Diundangkan di Cianjur
tanggal rr Pebruari eoo8

ina Utama Mudao
NIP.48o ogz llo


